SALINAN

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, Pemerintah
Kabupaten Pati mendapatkan tambahan alokasi Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00;

bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 1
Oktober 2019 Nomor : 903/0021686 Hal : Penyampaian
Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 kepada
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dijelaskan bahwa
bagi Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019,
maka Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyesuaikan
alokasi bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih
dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran
2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi

Anggaran;

c. bahwa . ..



C.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 320/P/2019 tentang
Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah
Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun
2019 sebesar Rp15.607.000.000,00, Pemerintah Kabupaten
Pati agar menganggarkan alokasi dana dimaksud pada
APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 dengan cara
melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran,;

bahwa menyikapi wusulan beberapa Perangkat Daerah
berkenaan dengan pergeseran antar obyek belanja dalam
jenis belanja berkenaan dan pergeseran antar rincian obyek
belanja dalam obyek belanja berkenaan sesuai ketentuan
Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati
Tahun Anggaran 2019, apabila terjadi perubahan akibat
adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan
adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang
mempengaruhi program dan kegiatan yang dibiayai dari
dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau
mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan atau
belum dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah dapat

melakukan pengeluaran anggaran;

f. bahwa . ..



Mengingat

—_

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang . . .



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan . . .



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan . . .



18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

23. Peraturan . . .



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6);

31. Peraturan . . .



31. Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 53
Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019
Nomor 54) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah
Rp3.084.178.831.000,00 bertambah sebesar
Rp17.607.000.000,00 sehingga menjadi
Rp3.101.785.831.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. PENDAPATAN

a. Semula Rp 2.831.779.890.000,00
b. Bertambah Rp 17.607.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah
Perubahan Rp 2.849.386.890.000,00
2. BELANJA
a. Semula Rp 3.063.822.831.000,00
b. Bertambah Rp 17.607.000.000,00

Jumlah Belanja setelah
Perubahan Rp 3.081.429.831.000,00
Defisit setelah Perubahan (Rp 232.042.941.000,00)

3. PEMBIAYAAN . ..



3. PEMBIAYAAN :
a. Penerimaan

1) Semula Rp  252.398.941.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Rp 252.398.941.000,00

b. Pengeluaran
1) Semula Rp 20.356.000.000,00
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah

Perubahan Rp 20.356.000.000,00

Jumlah Pembiayan Netto setelah
Perubahan Rp 232.042.941.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp 0,00

Ketentuan Lampiran [ diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..



- 10 -

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 58

/4’3:‘5.@ a0 sesuai dengan aslinya
AH Kiggsts LA BAGIAN HUKUM




